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Eksistensi Ban

dalam Omnib

U Cipta Kerja yang su-
dah disahkan Presiden
Republik Indonesia
di Jakarta, pada 2 No-
vember 2020, telah diundangkan
Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Yasonna H Laoly di Ja-
karta pada tanggal yang sama,
sekalipun masih ada beberapa
hal yang perlu dikoreksi yang
bersifat teknis administratif.

Harmonisasi

Salah satunya, yang menarik
dan memengaruhi dalam un-
dang-undang tersebut, yaitu
pada sektor pertanahan tentang
Pembentukan Bank Tanah. Ini di-
lakukan karena adanya gagasan
pemerintah menerbitkan omni-
bus law untuk menyederhanakan
dan mengharmonisasikan regu-
lasi serta perizinan.

Penyederhanaan regulasi ter-
sebut disusun dengan menekan-
kan harmonisasi undang-undang
sektoral, berkaitan dengan in-
vestasi atau beberapa ketentuan
dalam undang-undang, yang
diatur ulang dalam satu un-
dang-undang secara tematik. De-
ngan tujuan, pertama, mengatasi
konflik peraturan perundang-
undangan secara cepat, efektif,
dan efisien.

Kedua, memperbaiki pengurus-
an perizinan lebih terpadu,
efektif, dan efisien. Ketiga, me-
ningkatkan hubungan koordinasi
antarinstansi terkait. Keempat,
menyeragamkan kebijakan pe-
merintah di pusat maupun di
daerah untuk menunjang iklim
investasi.

Kelima, memutus rantai biro-
kasi yang berlama-lama, dan
keenam, menjamin kepastian
hukum dan perlindungan hukum
bagi pengambil kebijakan.

Terobosan dalam undang-un-
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dang omnibus law Cipta Kerja,
dari klaster pengadaan tanah
ialah pembentukan Bank Tanah.
Ini menjadi hal yang baru di In-
donesia, yang berfungsi menjadi
salah satu solusi persoalan tanah
di Indonesia. Sebagaimana di-
beritakan, dalam tribunternate.
com. Presiden Jokowi menyam-
paikan keberadaan Bank Tanah
sangat penting, dalam menjamin
masyarakat terhadap kepemilik-
an tanah dan lahan.

Di samping itu, Bank Tanah
juga diperlukan untuk menja-
min Kepentingan umum, kepen-
tingan sosial, kepentingan pem-
bangunan nasional, pemerataan
ekonomi, dan konsolidasi lahan,
serta reforma agraria.

Adapun tujuan pembentuk-
an Bank Tanah tersebut ialah
untuk menjamin terwujudnya
ketentuan yang dirumuskan pa-
da Pasal 33 ayat (3) UUD 1945,
beserta amendemennya serta
mendukung pembangunan na-
sional yang berkelanjutan, adil,
dan merata bagi kepentingan
rakyat.

Di samping itu, tujuan pem-
bentukan Bank Tanah juga diha-
rapkan dapat mengendalikan
perkembangan wilayah secara
efisien dan efektif, serta mengen-
dalikan penguasaan dan peman-
faatan tanah secara adil dan
wajar dalam melaksanakan
pembangunan.

Dari sisi fungsi, pembentukan
Bank Tanah tersebut, diharapkan
A, dapat menjadi inventarisasi
dan pengembangan database ta-
nah, administrasi tanah, dan sis-
tem informasi pertanahan (land

keeper). B, dapat mengamankan
penyediaan tanah untuk pem-
bangunan, dan menjamin nilai
tanah, serta efisiensi pasar tanah
yang berkeadilan, mengamankan
peruntukan, dan pemanfaatan
tanah secara optimal (land war-
rantee).

Selanjutnya, C, untuk penguasa-
an tanah dan penetapan harga
tanah yang terkait dengan per-
sepsi kesamaan nilai tanah, yang
satu (land purchaser). D, dapat
melakukan penilaian tanah yang
objektif dalam menciptakan satu
sisinilai, dalam penurunan nilai
tanah yang berlaku berbagai
keperluan, serta menentukan
acuan nilai tanah yang baku.

Lalu, E, dapat menjamin dis-
tribusi tanah yang wajar dan
adil, berdasarkan kesatuan ni-
lai tanah, juga mengamankan
perencanaan, penyediaan, dan
distribusi tanah, serta dapat me-
lakukan manajemen pertanahan
yang merupakan bagian dari
manajemen aset secara Kkeselu-
ruhan, dan melakukan analisis,
penetapan strategi, dan penge-
lolaan implementasi berkaitan
dengan pertanahan.

Eksistensi

Adapun kerugian tidak terben-
tuknya Bank Tanah, yaitu, A,
masyarakat bisa tergoda untuk
menjual tanah, sedangkan ni-
lainya tidak pernah turun di
masa mendatang. B, tanah bisa
menjadi komoditas yang berten-
tangan dengan falsafah tanah
yang tertuang pada Pasal 33 ayat
(3) dan turunannya, serta UU Po-
kok Agraria.

Tanah

Law

Oleh karena itu, lebih baik
dibuat batas-batas dari tanah ter-
sebut, kemudian memahami dan
mengedepankan prinsip-prinsip
asas penguasaan tanah. Dengan
demikian, ada rasa keadilan bagi
masyarakat. Karena itulah, Bank
Tanah tersebut sangat dibutuh-
kan mengingat kebermanfaatan-
nya bagi masyarakat.

Pembentukann Bank Tanah
yang sudah diatur dalam un-
dang-undang, tentunya bukan
hanya di Indonesia, melain-
kan beberapa negara juga telah
melakukannya, guna pemba-
ngunan negara-negara tersebut.

Ke depan, ketentuan Bank Ta-
nah untuk kepentingan reforma
agraria secara umum minimal
30% dalam klaster pengadaan la-
han di undang-undang omnibus
law Cipta Kerja, tanah juga dapat
digunakan untuk kepentingan
lahan pertanian, perumahan
rakyat, pembuatan taman, hing-
ga kepentingan publik lainnya,
sedangkan 70% dimanfaatkan
untuk kepentingan sosial.

Eksistensi Bank Tanah untuk
menyediakan tanah demi kepen-
tingan umum, kepentingan so-
sial, kepentingan pembangunan
sosial, pemerataan ekonomi,
konsolidasi lahan, dan reforma
agraria.

Oleh sebab itu, eksistensi dari
Bank Tanah perlu dibuat pengon-
trolan yang ketat yang diatur
dalam peraturan pemerintah
sebagai implementasinya agar
semakin jelas eksistensi Bank Ta-
nah yang tidak membingungkan
masyarakat, yang bukan artian
bank dalam sektor finansial,
yang selama ini dikenal masyara-
kat dengan prinsip kehati-hatian,
prinsip penghormatan terhadap
hak-hak masyarakat, dan prinsip
keadilan.

Perempuan dan
Pembangunan

Ratu Dian Hatifah
Tenaga Ahli Ketua MPRRI
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UALITAS pelibatan perempuan

dalam pembangunan masih

rendah sehingga entitas dengan

jumlah setengah populasi ini
masih tertinggal dalam berbagai hal. Se-
jumlah regulasi telah dibuat untuk mem-
beri ruang gerak pada perempuan dalam
pembangunan. Namun, implementasinya
masih jauh panggang dari api. Diperlukan
sejumlah langkah agar perempuan ditem-
patkan sebagai subjek pembangunan,
bukan sekadar partisipan pasif.

Marginalisasi perempuan dalam
pembangunan

Marginalisasi perempuan, menurut Ke-
menterian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, adalah suatu proses
peminggiran akibat perbedaan jenis ke-
lamin yang mengakibatkan kemiskinan.

Ada sejumlah fakta yang mengindikasi-
kan proses marginalisasi, bahkan dehuma-
nisasi perempuan. Misalnya, dengan
anggapan bahwa perempuan berfungsi
sebagai pencari nafkah tambahan. Maka,
ketika mereka bekerja di sektor publik,
sering kali dinilai dan dihargai rendah se-
hingga terjadi proses pemiskinan, dengan
alasan jenis kelamin.

Tidak mengherankan jika pekerjaan
yang umum dilakukan perempuan, seperti
sebagai guru TK, perawat, pekerja konveksi,
buruh pabrik, dan ART, dinilai sebagai
pekerjarendah sehingga berpengaruh pada
tingkat gaji atau upah yang diterima.

Contoh lain, masih banyaknya pekerja
perempuan di pabrik yang rentan terha-
dap PHK karena tidak mempunyai ikatan
formal dari perusahaan tempat bekerja,
dengan alasan sebagai pencari nafkah
tambahan, pekerja sambilan, dan alasan
faktor reproduksinya, seperti menstruasi,
hamil, melahirkan, dan menyusui.

Dalam bidang pertanian, kita melihat
terjadinya perubahan dari sistem pertani-
an tradisional kepada sistem pertanian
modern, dengan menggunakan mesin-
mesin traktor, juga tidak mempertimbang-
kan dampak terhadap buruh tani perem-
puan yang tersisih.

Bahkan, dalam struktur bangunan
parpol di Indonesia, perempuan masih
ditempatkan dalam strata kedua setelah
pemenuhan kepentingan maskulin. Relasi
yang timpang, sering kali menyebabkan
penguasaan panggung politik digunakan
untuk memotong peluang perempuan de-
ngan berbagai cara. Ada kalanya, tatanan
politik dipertahankan dan digunakan
untuk melanggengkan dominasi politik
laki-laki. Bahkan, tidak jarang partisipasi
perempuan masih dianggap ancaman.

Kebijakan, arah, dan program pemba-
ngunan dijalankan berdasarkan keputus-
an strategis di lembaga politik dan peme-
rintahan. Oleh karena itu, diperlukan
keterwakilan perempuan dalam jumlah
memadai di posisi-pengambilan kepu-
tusan strategis, agar kebijakan, arah, dan
program pembangunan tidak berimbas
pada marginalisasi perempuan.

Keterwakilan perempuan dalam jumlah
memadai merupakan upaya mengimple-
mentasikan nilai-nilai kemitrasejajaran
antara laki-laki dan perempuan dalam
berbagai bidang pembangunan.

Implementasi nilai kemitrasejajaran
Salah satu strategi implementasi nilai
kemitrasejajaran ialah bagaimana kaum
perempuan tetap mengambil posisi di
parpol. Sebagaimana diketahui, parpol
di Indonesia menentukan arah dan kebi-
jakan strategis negara, melalui berbagai
keputusan politik di parlemen, maupun
melalui penempatan kadernya di posisi
puncak kementerian dan lembaga.
Hadirnya perempuan di parpol, parle-

men, dan maju dalam kompetisi kepala
daerah, diharapkan menjadi corong ke-
pentingan penyelesaian problem perem-
puan dalam pembangunan, menghasilkan
kebijakan yang menghadirkan perbaikan
bagi bangsa dan negara.

Bukankah ini sejalan dengan ungkapan
populer yang menyebutkan, perempuan
adalah tiang negara yang dapat memenga-
ruhi baik buruknya kondisi sebuah nega-
ra? Oleh karena itu, perempuan sebagai
tonggak pembangunan harus memberikan
kontribusi di setiap sisi kehidupan, baik
ekonomi, bisnis, maupun dalam politik, de-
ngan memantaskan diri sebagai pemimpin.
Aktualisasi perempuan dalam pemba-
ngunan ialah tantangan untuk membantah
anggapan tidak layak atau tidak berhaknya
perempuan menjadi pemimpin.

Bagaimana dengan urusan rumah
tangga yang kerap kali dianggap sebagai
tanggung jawab perempuan? Jika perem-
puan dapat berpartisipasi dalam pemba-
ngunan, sudah selayaknya laki-laki pun
dapat berpartisipasi dalam urusan rumah
tangga sehingga tugas domestik dan pub-
lik bukanlah sebuah hal baku yang tidak
dapat dikompromikan.

Belajar dari sejarah

Ada banyak contoh perempuan sebagai
pemimpin yang berhasil membangun ne-
gerinya. Kita bisa belajar dari Ratu Bilqis
yang memerintah negeri Saba dan memiliki
‘arsyun ‘azhim (singgasana yang besar).

Kemampuan kepemimpinan Ratu
Bilgis dan membangun tanah Saba telah
menjadikan negerinya makmur sejahtera,
gemahripah loh jinawi. Dalam terminologi
Alquran disebutkan, sebagai baldatun
thayyibatun wa rabbun ghafurun (negeri
yang baik dan Rabb Yang Mahapengam-
pun).

Pada periode awal perkembangan Is-
lam, beberapa sahabiyah dikenal pernah
menjadi pemimpin pasar dan ikut ke me-
dan perang. Dalam catatan sejarah, tidak
kurang 15 perempuan pernah menguasai
takhta di berbagai wilayah muslim. Sa-
yangnya, mereka yang pernah berkuasa
pada abad ke-13 sampai ke-17 itu menjadi
pemimpin yang dilupakan (al-sulthanat
al-munsiyat).

Kita juga mengenal sejumlah ratu Nu-
santara, seperti Ratu Shima dari Kalingga
Jateng, yang berkuasa pada abad VII sebe-
lum kerajaan Mataram. Ratu Tribhuwana
Tunggadewi dari kerajaan Majapabhit,
yang berkuasa di Jatim pada abad XIV. Ter-
catat ada empat ratu pernah memimpin
kerajaan Aceh, yaitu Sultanah Taj al-Alim
Suffiyah al-Din Syah (1641-1675), Sultanah
Nur alam Nakkiyah al-Din Syah (1675-
1678), Sultanah Inayat Syah (1678-1688),
dan Sultanah Kamalat Syah (1688-1699).

Hadirnya perempuan dalam pemba-
ngunan, untuk memberikan kontribusi
positif bagi negara, bangsa, dan peradab-
an. John Naisbitt mengatakan pada
2000-an sebagai dekade kepemimpinan
perempuan harus dipersepsi tidak ha-
nya dalam makna pemberdayaan, tetapi
juga dalam makna pemampudayaan dan
pencerahan.

Ini artinya, keberadaan perempuan da-
lam pembangunan bukan sekadar dorong-
an memiliki kekuasaan, melainkan juga
bagaimana membuat kekuasaan itu mem-
beri makna dalam menyejahterakan ma-
syarakat dan memuliakan peradaban.

Oleh karena itu, keterlibatan perem-
puan dalam politik, sesungguhnya bukan
untuk menjatuhkan, atau merebut kekua-
saan laki laki, apalagi menggeser lahan
laki-laki, melainkan agar keberadaan
perempuan sebagai makhluk sosial, seba-
gai mitra sejajar dalam kehidupan, men-
dapat tempat sebagaimana mestinya.
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